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PADANG, HALUAN.
Pemetinuh Provinsi (Pemprov)
kembali meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan

@PK) RI.
OpiniWTP untuk Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

[-KPD) tahun 2022 ini me-
rupakan yang ke-11 kali ber-
turut-turut bagi Sumbat sejak
rahun2012.

Terkait capaian yang diraih
Pemprov, DPRD Sumbar
menghatapkan pelaksanaan
program dan kegiatan peme-
rintah daerah serta pelayanan
publik semakin berkualitas.

Harapan tersebut diungkap-
kan Ketua DPRD Sumbar
Supardi saat rapat paripurna
penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan GHP) dari BPK
RI atas LKPD Provinsi Sum-
bar Tahun 2022 di ruang sidang
IJtama Gedung DPRD Sum-
bar,Jumat (19/5).

"Meski BPK memberikan
opini WTP terhadap kine{a
LKPD Sumbar tahun 2022,
tetapi masih ada rekomendasi
terdapat dalam LHP BPK yang
wajib ditindak lanjuti oleh
OPD dan entitas terkaiq paling
lama 60 hari sejak LHP di-
terima. Apabila dalam jangka
waktu tersebfit pefabat tidak

menindaklan juti rekomendasi
tanpa alasan BPK dapat me-
laporkan kepada instansi yang
berwenang," katanya

Setelah metaih opini WTP
dati BPK terhadap LKPD,
maka pembahasan oleh DPRD
dilakukan dalam bentuk pe-
mantauan tefhadap pelaksanaan
tindak lanfut oleh OPD terkait.

DPRD akan segera me-
lakukan pem 

^ntau 
n terhadap

masing-masing OPQ sehingga
waktu paling lambat enam
puluh had yang diberikan oleh
BPK untuk pelaksanaan tindak-
lanjut, dapat dipenuhi.

Ia menuturkan, proses pe-
laksanaan tindak lanjut LHP
BPI( Pemprov Sumbar ter-
masuk tendah apabila di-
bandingkan dengan kabupaten
kota lainnya. Progtes tindak
lanjut atas LHP BPI( tahun
tahun setrelumnya masih di
bawah 70 persen, sedangkan
idealnya sudah di atas B0 persen.

Untuk itu, DPRD me4-
dorong kepada pemerintah
daerah membentuk tim per-
cepatan penyelesaian LHP BPI(
dan meminta kepada entitas
terkait, untuk dapat segera
menindaklan juti rekomendasi
BPI'

"Opini yang diraih ini men-
jadt tantargan bagi pemerintah

DPRD Sumbar Minta Pemprov Tingkatkan
Kualitas Pelayanan Publik

provinsi untuk kualitas pe-
ngelolaan keuangan yang lebih
baiklagi," tegasnya.

KetuaDPRD Sumbar juga
rnengapresiasi Pemprov Sum-
bar atas keberhasilannya meraih
opini WTP sebanyak 11 kafi
bertutut-turut. Namun kata
Supardi, WTP tersebut bukan
j aminan lJdak adany a mas alah
atau kelemahan dalam pe-
ngelolaan keuangan daerah.

"Untuk memastikan ke-
uangan daenh dan program
yang dilakukan Pemprov Sum-
bar betui-betul memberikan
manfaat kepada masyarakat,
DPRD Sumbar mendorong
BPI{, tidak hanya dilakukan
pemeriksaan tethadap ke-
patr,rhan penyajian laporan
keuangan daerah saja, akan
retapi pedu juga dilakukan
pemeriksaan terhadap kinerja
dari pengelolaan keuangan,
program dan kegiatan Pe-
merintah Daerah," j elas Supardi.

Anggota V BPK RI, Ah-
m4di Noor Supit mengapre-
siasi kemampuan Sumatera
Barat mempeitahankan opini
WTP.

"Prestasi ini akan menjadi
momentum untuk lebih men-
dorong terciptanya akun-
tabilitas dan .,c
transparansi -{ 

-

pengelolaan keuangan daerah
sehingga akan menjadi
kebanggaan bersama vang
patut diperah ankan l' katany a.

Dia menegaskan, opini yang
dibedkan oleh BPI{ merupakan
p etny 

^taan 
profesional me-

ngenai kewajaran lapotan
keuangan. Pemeriksaan tidak
dimaksudkan untuk meflg-
ungkapkan adanya penyim-
Pangan ataw fraud dalam pe-
ngelolaankeuangn.

Jika pemeriksa menemukan
adanya penyimpangan, ke-'
cufangzn atau Pelang gar^n
tefutama yang berdampak
kepada adanya potensi dan
indikasi kerugian negara, halitu
diungkapkan dalam L,HP.

"Opini yang diberikan
oleh BPI(, termasuk opini
WTP merup 

^kan 
perny 

^t^anprofesional mengenai kewajar-
an lapotan keuangan, bukan
merupakan jaminan tidak ada-
nya fraud vang ditemui atau
kemungkinan di ke- .t
mudran hari," uiar-
nya. (en)


